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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1 /&7 /2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ( KB ) MARICE
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI( PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca . Surat Permohonan Kelompok Bermain ( KB ) Marice No @ 421.9/13/KB-M/2020,
tanggal 10 Desember 2020 tentang 1zin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok
Bermain ( KB ) Marice Desa Kota Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera
Selatan

Menimbang : a  Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan tcrhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan tertanggung jawab perh
diberikan izin.

b. Bahwa KB Marice yang berada di Desa Kota adalah Lembaga yang diselenggaraka
oleh masyarakat Desa Kota Kecamatan Pulau Makian dianggap telah memenuh
persyaratan yang berlaku.

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat |. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku
Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor
(Lembaran Negara R1 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor. 3961);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang - Undang Nomor | Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera
Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera
Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.L
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264),

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7 Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam
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Pendidikan Nasional;
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini;

10, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
peyelenggaraan pendidikan;

11. Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok
Bermain dan Penitipan Anak

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang

Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan









